


3. Pernerintah Nornor LB Tahun 20i6 tentang

Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia

1

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Ind^onesia Nomor 58S7) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Femerintah

Uo*o, i8 Tahun 2AL6 tentang Perangkat Daerah
l

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nornor 1"87, Tarnbahan. Lerrrbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 64O2);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16

Tahun 20i6 tentang Pernhentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2Arc Nomor 16,

Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Nornor 57) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan
' Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019

. : tentang Perubahan atas Peraturan Daerah KaLrupaten

Karanganyar Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daeratr

I{abupaten Karanganyar {Lernbaran Daera}: Kabupaten

aranganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan

Lernbaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113i;

I MEMU?UStr(AN:

MenetapKan : PBRATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUIYAN
l

DINAS S OSIAL,

BAB 1

KE*TENTUAN U[ilUM

Pasal I

unsur
Perrrerintahan Daerah yarrg rnerrrirnpirr

urusan 'pemerintahan
:

Daerah otonom.

yang menjadi



5.

adalah BUP$ KaranganYar

Daeratl adatah unsur i rianpembantu BuPat

Dabrah unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah

yang bertugas mensolr]inasikan t-"t""*Tt Daerah'

Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang
6.

i

melaksanakan

Dabrah.

Kepala Dinas

urusan pemerintahan bidang sosial di

Pimpinan dari Perangkat Daerah

I

Dinas Sosial,
I

Unit Pelaksalla Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat

adalah unsuri teknis operasional danl atau unsur

adalah sekelontpok jabatan yang

irerisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu.

Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda

yang diberikan tugas 'dan fungsi koordinasi serta

pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam

suatu satuan kerja sebagain:ana diatur peraturan

perundang-undangan tentang organisasi dan tala kerja

BAB ii
KEDUDUKAN DAN $USUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan

di bawah clan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

instansi.

J,

4
:

-kewenangan Daerah'
l

Sekretaris Daerah

Ralryat Daerah dalam

pemerintahan Yang menjadi

adalah Pirnpinan dari Ferangkat

8.

.:::



(1)

Pasal 3

organisasi Dinas Sosial terdiri dari:

Kepala Dinas; 
l

1. $ubbagian U_mum; dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial,

membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;

Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;

membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;

UPTD; dan 
,

merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

mBAB
i::

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

Dinas

meiaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang

Daerah:dan tugas pembantuan yang

ditugaskan Bupati.

Pasal 5

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasaf 4, Kepa1a Dinas mempunyai fungsi:

c.

Sekretariat membawahkan ;
:

Kelompok Jabatan Fungsional.

{2} susunan organisasi Dinas Sosial sebagaimana .

dalam I

I

hi
j

l

I

mempunyar tugas membantu Bupati dalam

kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;

koordinasi , kebijakan di bidang
sosiall

keb[iakan di bidang kesejahteraan sosial;

I
.1
i

'l
i

l

I
I

I

I

i
I
1

i
I
I
I



e. pelaksanaan

kesejahteraan

f. pengendaiian

g. pelaksanaan
I

fulSsinya.

'i
:

t1) $ekretariat

t2)

h.

evaluasi dan ilelaporan di bidang

teraan sosial;

administrasi Dinas Sosial di tridang

sosial;

penyelenggaraan tugas UPTD; clan

tugas lain sesuai dengan tugas da.n

Ked"ua

$ekretariat

Pasal 6

1) hunef b n:erupakan unsur pembantu Kepala

dipimpin oleh Sekretaris, beracla di barvah

bertanggung jawab kepada i{epala Dinas.

Pasal I
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam

Fasal. ?, Sekretaris :nempunyai fungsi:

dan penyusunan rencana dan prcgrarn

A

sebagairnana dirnaksud. daiarn Pasal 3

mempunyal tugas melakukan perencanaan

hukum, keuangan, aset, kerurnahtanggaan,

kearsipan, dokumen, keorganisasian dan

kepegawaian, pelayanan

Pasai

kehumasan,

kegiatan;

c"l

arsip dan dokumentasi;

tatalaksana;
l

dan pemberian dukungan administrasi yang

ketatausahaan, kepegawaian, hukum,
kerumahtanggaarr, Kerjasama, hr,rbur:gan

I



dan penyus-unan peraturan perundapg-

unclangan serta peiaksanaan advokasi hukum;

pepgoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan

dokumentasi;

penyeienggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan

Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;

peiaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai

dengan lingkup tugasnya; cian

f.

ftb.

Lll.

pelaksanaan

fungsinya.

I

lain sesuai dengan tugas dan

1 Pasal 9

Umum sebagaimana dimaksud dalam

huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala

berada dihawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris

(2i Kepala Sr-lbbagian Urnum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mempunyai tugas mempunyai tugas penyiapan

bahan perurnusan, pengoordinasian, pelaksanaan,

primantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi

pembinaan perencanaan, keuangan, ketatausahaan,

hukum, kehumasan, ketatatraksanaan, keorganisasian,

: kearsipan, kepegawaian, dan

administrasi' Dinas Sosial.

Bagian Ketiga

Bidang Penrberdayaan dan Pembinaan Sosial

Pasal 10

(1) Bidang Pemberdayaan dan Pembinaam Sosiai merupakan

u.nsur pelaksana pemberdayaan dan pembinaan sosial.

(2) Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial dipimpin

oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung

jErvab kepada Kepala Dinas.

1

t

'. :

r.
I

(1)

I,



1

Pasal 11

Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial

dimaksud dalam Pasai lO ayat (2i mempunyai

perencan&an perumusarl clan pelaksanaan

akan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di

pemberdayaan dan pembinaan sosiatr.

Pasai 12

rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

11, Kepaia Bidang Pemberdayaan dan Pernbinaan

Sosial mernpunyai fungsi: :

perurrlusan perencan aan pe mberd ayaan dan pembinaan

sosial;
I

petrakszuraan pemberdayaan daa pembinaan sosial;

pengelolaan bantuan sosiai;

pemantauan, evaiuasi dan peiaporan di bidang

b.

o.

pemberdayaan dan pembinaan sosial; dan

e elaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan

Bagian Keeinpat

Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial

{i} Bidang Periindungan dan Rehabilitasi sosiai merupakan
unsur pelaksana periindungan d.an rehabilitasi sosial.

{2i Ridang Perlindungan dan Rehabilitasl Sosial dipimpin
oleh Kepala Bidang, berada di bawah clan bertanggung
jawab kepada Kepaia Dinas.

Pasal 14

Kepaia Perlindungan dan Rehabilitasi sosial setragaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) melaksanakan tugas

l

l

pelaksanaan icebijakan,

evaluasi dan pelaporan

LPasal

ungan dan rehahilitasi scsial.

!

:

l
l

a

I



Pasal 15

D

Pasal 14, Kepala Bidang Pertrindungan dan Rehabilitasi

mempunyai fungsi:

perencanaan perlindungan, rehabilitasia.

c.

sosial dan penyantunan anak dan keluarga;

tr" pengelolaan perlindungan, rehabilitasi sosial

penyantunan anak dan keluarga;

permasalahan sosial;

dan

evaluasi dan pelaporan di bidang

ungan dan rehabilitasi sosiai; dan

e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan

Bagian Kelima

UPTD

Pasal 16

{i} Untuk meiaksanakan tugas teknis operasional danlatau
teknis penunjang pada Dinas Sosial dapat

olDentuK ut,l Ll.
I

(2) UtrI'D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin

oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

t3) Ketentuan lebih tranjut mengenai pembentukan UFrID

dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

{1}

' Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan
peraturan penrndang-undangan berada di Lrawah dan

Pertanggung jawab kepada Kepala Bidan g/ $eki"etaris.
*Iunrlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
:

pada ayat {1}, ditentukan berdasarkan keburuhan dan
beban

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

(2j

kerja,





.:.

I
i
I

I

Pasal 23

(u Dinas, Sekretaris, Kepaia Eidang, Kepala
I

Subbagian d.an Kepala UPTI) dalam melaksanakan tugas

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,' dan

sinkronisasi.

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepaia tsiclang, I(epaia

$ubbagian dan Kepala UPTD daiarn iaelaksanakan tugas

rrrenerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

{3} Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Birlang, Kepala

5ubbagian dan Kepala UpafD rnelaksanakarr Sistem

Intern Femerintah t$PiPi"

{1}

:,

Pasal 24

Dinas bertanggung jawab memimpin,

dan mernberikar: perrgaral:.arr

pelaksanaan tugas bawahan.

Dinas melaksanakan penga.lra$an tugas bawahan

rnengambil langkah-langkah yang diperh"rkan sesuai

Pasal 25

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan berkala tepat
ipada waktunva,'lr'
j

I

Ii Pasal 26
I

Dalarn melaksanakan tugas di wilayah, Kepala Dinas wajib

melakukan koordinasi dengan Camat.

I

I BABV
i

KETENTUAN PERALIHAN

Pasatr 27

:jabat yang ada pad.a saat berlakunya peraturan

ini tetap menduduki jabatannya dan

tr..lgasnya sampai d.engan ditetapkannya

I

l

.i
!

t

:1.

l

I
1

i,l

I

t
l
{

t
I

(1)

ketentuan peraturan perundang-undangan.

yang baru berdasarkan Feraturan Bupati ini.
l

peJaDat
l



.\

1

{2} abat pelaksana Yang ada saat berlakunya Peraturan
:

ini tetap' menduduki jabatannya dan

tugasnya sampai dengan ditetapkannYa

sesual dengan ketentuan Yang

b

abat pelaksana sebagaimana dimaksud pada

t {2} bertanggung jawab kepada pejabat administrasi

di atasnya.

BAB VI

KE"TENTUAN LAIN-LAiN

Pasal 28

Dinas Sosial dalam melaksanakan urusan pemerintahan

dan tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi

bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan

pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing,

l,
i Oasai 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas setiap
jabatan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

: BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3O

i

I

i
I
1

I

(3)

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan

Karanganyar Nomor 110 Tahun zArc tentang
Sr:sunan Organisasi, T\rgas, Fungsi dan Tata

Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar
2016'Nomor 110I,,rdicabut dan dinyatakan tidak

berla



Pasai 3 I

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Peraturan Bupati. ini dengan penempatannya

Eerita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggai 31 Desember 202i

BUPATI KAR,\NGANTAR,

ttd.

JULIYATMONG

KARANGANYAR TAHUN 2O2I NOMOR 115

sesuai dengan aslinya
DAERAH

03 1 009

i..t .:

I

.l
rll

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 31 Desembier 2021
I

i

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd
SUTARNO

BtrRITA DAERAH KA}3

-)

i

:

I

Bupati



LAMPIRAN
PDI}iTUIiA}.I BUPATi KARANGANYAR
NOMOR 'txltuitl 2021

. ?ENTANC
KEDUDUi{AN, SUSLII{AN OROAIiISASI, TIJCAS DAN FUNGSI,
SI'RTA TATA KERJA DiNAS SOStAl.

BAGAN SUSUNAI\ ORGANISASI
Di$AS SOSIAI,

BUPATI i{ARANGA}iYAR

rtd

JUL1YATMONC

tteioBpok
Jabate fuDssioral

I

EIiIEI
fEjtFl
E+tlii

i{elomgok
Jabate Funsional

sub Bagi$ UDum

Bidang Pmberdaya& dm
Peebinae Sosial


